
 

 

ABSTRAK 

 

AZHAR ALI PAMUNGKAS: Pelaksanaan Pasal 296 KUHPidana Tentang 

Kesusilaan Di Kota Bandung Oleh Polrestabes Kota Bandung  (Study Kasus 

diwilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung) 

Prostitusi atau pelacuran merupakan penyakit masyarakat yang perlu untuk 

ditanggulangi/dicegah keberadaanya. Pasal 296  KUHPidana telah memberikan 

sanksi tegas bagi PSK dan penyedia  jasa seks komersial. Namun pada 

kenyataanya prostitusi masih marak keberadaanya khususnya di Kota Bandung. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 296 

KUHPidana tentang kesusilaan di Kota Bandung oleh Polrestabes Kota Bandung, 

kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 296 KUHPidana  dan 

untuk mengetahui penyelesaian kendala-kendala tersebut oleh Polrestabes Kota 

Bandung. 

Dasar pemikiran dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan dalam Pasal 

296 KUHPidana telah memberikan sanksi tegas bagi PSK, penyedia jasa seks 

komersial, maka idialnya pelacuran dapat dicegah keberadaannya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskritif analitis dengan 

metode pendekatan secara yuridis normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui 

studi dukumentasi,wawancara, observasi, kemudian data yang  diperoleh 

dianalisis dengan mengkorelasikan data yang ada dengan fakta empiris. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaan Pasal 296 KUHPidana tentang kesusilaan oleh Polrestabes Kota 

Bandung dilakukan melalui razia dan penahanan. Kendala-kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaannya adalah adanya bocoran dari oknum polisi saat akan razia, 

kurangnya dana, lambatnya laporan masyarakat, menolak jadi saksi, kurangnya 

adanya kerjasama antara stake holder (pihak terkait). Adapun upaya yang 

dilakukan dalam penyelesaian kendala-kendala yang ada yaitu menindak tegas 

oknum polisi yang melanggar undang-undang kepolisian terkait dengan 

membocorkan informasi razia, mengupayakan kepada pemerintah untuk 

mengalokasikan dana yang cukup, penyuluhan hukum khususnya tentang peran 

masyarakat menginformasi bentuk pelanggaran hukum, kesusilaan kesopanan, 

menekankan kepada masyarakat untuk bersedia menjadi saksi dan meningkatkan 

kerjasama dengan stake holder (pihak terkait). 
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